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NOMOR 20 TATIUN 2003 '
TENTANG

RETRIBUSI PEADAFTARAN PERUSAHAAN
DENGAN RATNI VT TUTIAN YANG ’:\’T.:\T‘T.:\ FSA

WALIRKOTA PADANGSIDIMPUAN

bahwa dalam rangka penyelenggaraan  pelaksanaan Otonowi Dacrah
schapaimana gimaksud Undang-Undang Nomor @ 22 tahun 1999 ientany
Pemerintahan Daceah maka perlu menctaphan Kebijalian Lebialan
Pemerintah =chagaimana  termaktub dalam Rencana Strategr Pregram
Pembangunan Daeralh :

hahwa untuk mcnciptuknn iklim usaha vang schat. Lepastion berusaha,
pengembangan usaha,  hemitraan,  peluang  usaha serla memberikan
perlindungan terhadap perusabaan vang menjalankan us.\hmm seeara umu
dan benar. maka Pendaftaran Perusahaan sebagai sumber informasi re
dansekaligus peningkatan PAD:

Bahiwa berdasackan pertimbangan a dan boersebut diavas, perlu diaiur dan
ditetaphan Pecaturan Dacrah Kota Padangsidimpuan - tentang Retribust
Pendafiaran Perusahoaan;

Undang-Undang Nemor 8. tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana: '

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:
Undang-Undang Nomor 24 tahun1982 tentang Penataan Ruang;
Uindang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Pe erindustrian:
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoper asian:
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
Undane-Undang Nomor 20 Tahuan 1997 tentang Pencrimaan Negara Bukan
Pajak: '
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacerah;
Uindang-Uindang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbanean Keuangan
Pemerintah Pusat dan Dacrah:

. Undang-T: n(Lmu Nomor 34 lahun 2000 teatang Perubahan atas 1 ndang-
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Umndang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah:

.l!ml;m;f-l‘ml.‘mg Nomor 4 tahun 2001 fentang Pembentukan Kota

Padimgsidimpuan;

Peraturan Pemerintah Nomor @ 13 tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri:

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 (entang Pajak Dacrah:

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 20000 fentang Newenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dacerah Otonom:

CKeputusan Presiden Nomor B fahun 1900 (entang teknik Penyvusunan

Peraturan Uerundans undanean o beotuk Rancangah Undange-Undange.

1 ane anean Pocatoran Pemenmtah dan Rancanoan Isenutusan Presaden:



vobeepulusats N lentert Perindlusteian dan Perdagangan i Tieimo
32T NAPR:KNep 7.1990 ' entang Penvelenggaraan Wagih Daliar Perusahaan:

17. Keputusan Menleri DPerindustrian dan  Perdagangan Noinor

SOTNIPP R0 1999 tentang Ketentuan dane Tata Cara Poniberian Izin
LUisaha Industri Perdagangan:

16, Keputusan  Nenteri Dalan: Negeri Nomor @ 174 taliun 1997 lentang

Pedoman Taia Cara Pemungutan Retribusi Dacerah;

9 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun

2001 tentang Teknik Penyvusunan dan Materi Muatan Produl-preduk
Hukom Dacrah .

200 Keputnsan Menters Dalam Negert dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun

2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

21. Keputusan M enter1 Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun

2001 tentang Prosedur Penvusunan Produk THukum Daerah :

22, Reputusan NMenteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun

2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 tahun 1997 tentang Penvidik

Pegawai Negeri Sipil:

Dengan persetujuan

DEWAN PERWANILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADAN GSIDIA‘U’[T.»\N

M leoetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  DAERAII KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG
RIVIRIBUSTPENDAFTARAN PERUSAHAAN

BABI
WITENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

d.

Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah Kota beserta peranghiat otonom

vang lain scbagai Badan Eksekutil.

Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.

Dewan  Terwahilan Rakyat Dacralh Kota Padangsidinpuan  scianjuinya

disebut DPIA Y i adalah Badan Legislatif. '

Fanas Perindnsteian, Perdaganean dan Penanaman Nlodal aceah adatah

Dinas  Porindustrian, Perdagangan dan Penananan Nodal Kota

Padangsidimpuan vang bertindak selaku Kanter Pendaltaran FPorsa vian,

Penensha adabab setiap bentul nsabha vane bersrfat Badan ool vange

menjalantain saati jents perasalinan, s

Uemsahaan adalab setiap bentak usaha yvang bersifal telap dan weris iiencias

Esaha adalah tindatan dalam bidang perckonomian vane diiaboban odeh
cap orans piibadi atan Badan.

Pt Perusaiaan adababy catalan resnti yang, menurut ketenitan porundang

undanonn fevhadap hal-hal vang waiib didattar,

Canda Daftar Pecisaliaan sclonjatya dischur TP adalah suata Dekumen

Fanda Daltar vang, diterbithan Kepala Dacrah.

Retribusi Pendallaran Perusahaan adalah suatu puneutan atas pelavonan

poensrhitan Tanda Dattar Perusahaan oleh Kepala Daceah



m.

p.

q.

u.

V.

W

aa

by,

Jasa Umum adaiah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Dacrah
untuk  kepentingan dan kemanfaatan umum dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perscroan Terbatas.
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Dacrah dengan nama dan bentuk apapun, Persckutuan, Perlumpulan, Firma.
Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk
usaha tetap serta bentuk usaha lainnyva.

Masa Retribusi adalab jangka waktu tertentu vang merupakan batas waktu
Wagib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum tertentu dart Pemerintab
Nota Padangsidimpuan.

Jasa Umum adalah jasa yvang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota
uniuk fujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Daflar Perusahaan adalah daflar catatan resmi yang dilakukun mienurut atau
herdasarkan ketentuan  perundang -undangan terhadap hal-hal yang wajib
didaftarkan oleh  senap Perusahaan serta disabkan oleh pejabat vang
berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Retribusi Pendaftaran Perusahaan adalah Pembayaran atas penerbitan Tanda
Daftar Perusahaan bagi Perusahaan, atau orang pribumi maupun Badan vang
tclah disahkan pendaftaran Perusahaannya.

Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemcrintah
Daerah untuk' tujuan Kepentingan dan kemanfaatan umum serta dafat
dinikmati oleh orang pribumi atau Badan.

Kas Dacrah adalah Kas Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang disingkat dengan SKRID adalah Surat
Keputusan vang menentukan besarnya jumlah Retribusi.

Sural Pemberitahuan Reltribusi Daerah yang disingkat dengan dengan SPRID
adalah Surat tentang keterangan situasi dari pada objek Retribusi Daerah.
Surat Keictapan Reiribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan vang disingkat
dengan SKRDKB adalah Surat Keputusan yvang menentukan besarnya jumlah
vetribusi  vang  terutang.  jumlah  kredit  retribusi.  jumlah  Kekuranaan
pembavaran Retribusi besamya sanksi adminisirasi dap jumiah vang harus
dibayar.

Sural Keterapan Retribusi Daerah Kurang Bavar Tambahan vang disingkat
deigan SKRDKIT adalah Sural Kepuiusan yang menenfukan tambahan atas
Romrtbust yang dinctaphan.

Surat Neteranpan Retribusi Daerah Lebih RBavar vang disinehat dengan
SKIE D adatah Sural Keputusan yang menentukan jumiah kredit Retribusi
yang terutanyg atau lidak scharusnya terutang,

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRID adalah surat
untuk mclakukan tagihan Relribusi dan atinn sanksi administrasi berupa bunga
atau denda.

sura sSclotan Ketribust Dacrah yang, disinghat dengan SSRI adaiah suial
vang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembavaran atag
penyetoran Retribusi terutang ke Kas Daciah atau kantor Lain yang <ditctapkan
olch Kepala Dacrah. '

Snrat Perintab NJembavar Kelebthan Retribust vang  disinghat  dengan
SPNTE R wdadais Smad Perintah Nembayar Kelebihan Retribusi.

Mg Retutost adatah otang, pribadi atau Badan vang melakukan kegiatan
usitha' i Ko Padangsidunpuan,

S Vemvidilan Tindak Tidana di Bidang, Retribust adalah seranghaian Tindakan

oleh Penvidi Peeavean Neperi Sipil vang sclanjutnya discbut Penyidik untuk
mencint st meneampulhan babhan bukti vang dengan bukti tersebut
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi dacrah vang terjadi seita

nicacmuican tcesanehanya.
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e AIS 1
SN es AN SUBG I RITTIREBUS]
Pasai 2
(1) Dengan nomee Retribust Pendaftaran Perusahaan dipungut Retribusi sebagai
pembavavan atas penerbitan Tanda Daftar Perusahaan bagi Perusahaan atan
wrang pribadi atau Badan vang telah disahkan Pendaftaran Perusahaaninyva.

{2) Objek Retribust adalah setiap Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 3

Chy wubpels Reirbusi adalah orang pribaar atau Badan vang mebiluban

nembavaran aas pelavanan Penerbiton Tanda Daftar Perusahaan.
() Wajib Roetribusi adalah orang pribadi alau Badan vang memperoich
pelavanan jase tmuoem.
BAB I
JERS RETIRIBU St
Fasal 4
Reteibust Pendalioran Porusahaan termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.
BAB 1V
PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Pasal §
(1) Scinp Perusahaan wajib didattarkan dalam Tanda Datiar Perusahaan.
{2) Pendaftaran wajid dijakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan, ,
(3) Satiap Perusahaan dianggap mulai menjalankan Kegiatan usahanyva pada saat

menertma izin usaha dari instansi yang berwenang.

Pasal 6

—_
—
~

Apabita VPendaftaran Perusahaan ditolak harus diberitahukan alasan alasannya
seeava teriiiis dan kepada vang bersangkutan diberi kesempatan untuk
ecagand ) San pembetilan dan pendaltaran atang

U tabad e diedo b Prendaltaran Perusahaannya dapal mengajulkan Keberatan
fevada beepata Daceahe atau Pejabat vange dituimul dalam wakta 30 ¢hiea

pulul) bart setelab mienerima pemberitahuan penolakan.
BABY
TANDA DAFTAR PERUSAITAAN
Pasal 7

(1) Perusahaan yang (clah disahkan Pendaflarannya dalam Daftar Perusahiaan
memperoleh Panda Daftar Perusahaan,

) Perusahaan vang (clah menerima Tanda Daltar Pcrusahaan Wajib untuk
memasang Tanda Daflar Perusahaan di tempat vang mudah dilihat oleh
umum dan mencantumkan Nomor Tanda Daltar Perusahaan pada papan
nama perusahaan dan dohumen-dokumen yvang dipereunakan dalam kegiatan
purusahaan,



Pasal 8

—
~

Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (limna) {ahun scjak
diterbitkan  dan  wajib diperbaharui  selambat-lambatnva .3 (tiga) bulan
sebelum masa berfakunya berakhir, ‘

(2) Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pemilik atau pengurus perusahaan
vang bersangkutan sajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala
Dracrah. Pendaftaran Perusahaan selambat-lambatnyva 3 (tiga) bulan terhitung
mulai kehilangan dengan melampirkan surat keterangan dari polisi untuk
memperoleh penggantian.

Apabila Tanda Daftar Perusahaan rusak, pemilik atau pengurus atau kuasa
perusahaan  vang  bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis
kepada Kepala Daerah untuk memperoleh penggantiannva dencan
melampirkan Tanda Daftar Perusahaan vang rusak.

.

-~
.

‘»d

Pasal 9

Setiap Perubahan bentuk perusahaan, alamat, bidang usaha, pemimpin, pemilik,
pengurus dan  keterangan lainnva mengenai identitas perusahaan  wajib
didaftarhan kembali ke Kantor Pendaftaran TPerusahaan. sesuai dengan bentuk
identitas perusahaannya vang baru.

BAB VI
TATA CARA UENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAITAAN
Pasal 10
(1) Pemilik lengurus  diwruskan melaporkan secara tertulis hal-hal varg

menvebabkan hapusnva Daftar Perusahaan kepada Kepala Daerah vaitu
apabila perusabaannya : ’
G Nenghentikan segala Kegiatan usahany a.
b Berhenti karena akte pendiriannva kadaluarsa.
<. Diberhentikan  scgala  Kegiatan  usahanya  berdasarkan putusan daii
Pengadiian Negeri vang telalh memperoleh kekuatan hukum yvang tetap. _
) Faporan penghapusan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga)
Dulan sctelah ferjadiny g hal-hal vang menyebabhan apusnya Datiar
Perusahaan.
(3; keewajiban memberikan laporan penghapusan tidak dikenakan biava apapun.

——

BRAB VI
TAEAONCY TENIBATALAN DARI DAFTAR PERUSAFLAAN
Pasai 11

Pentainan o lebubhan ierhadap perusahaan vang nvata menjalankan kKegiatan
vsali vange trdak sesoat dengan 1zin usahanya.

) Pemibaialan dilakukan oleh Kepala Dacrah atau pejabat yang, ditunjuk sctelah
memberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

(3) Pecosahaan yang, dibatalkan Pendaftararnya dapal mengajukan Lheberatan
kepada Kepala Daerah atau Pejabat vang ditunjuk.

(1) Perusahan yang  (elah  dibatalkan  pendaftarannya  wajib  melakukan
pendaltaran ulang,

(%) Pendattaran ulang, dilaksanakan sclambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiea
pulul) hari terhitung scjak diterimanya pemberitahuan pembatalan.
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BAB VIIL
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 12
Tingkat penggunaan jasa retribusi pendafiaran perusahaan terhadap jenis
perusahaan vang melaksanakan Wajib Daftar Perusahaan serta penvajian
Informasi Perusahaan.
BAB IX
MASA RICTRIBUSTI DAN SAAT RETRIBUST TERHUTANG
Pasal 13
Masa Retribusi adalab jangka wakiu tertentu yang lamanya 5 (lima) tain scjak
diterbitkannva Tanda Daftar Perusahaan sebagai dasar untuk menetapkan
besarnya Retribusi Terhutang,
BABX
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 14
(1) Daerah pemungutan Retribusi dilakukan di Daerah Kota Padangsidimpuan
(2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan bentuk usaha dan afau izin
usaha yang dinnliki,

() Besarnyw wril sehagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai
berikut :

A, Persercoan Terbatas Rp.” 500.000,-
b, Porschuiuan KNomanditer (C\) Rp. 100.000,-
¢. Noperasi A Rp.  30.000,-
d. Firma Rp. 100.000,-
¢, Perusahaan Asing Rp. 1.000.000,-
. Perusahaan Milik Negara/Daerah. Rp.  500.000.-
g. Perusahaan Perorangan Kecil :
1. 5.000.000,- s/l 50.000.000,- Rp.  25.000,-
2. 50.000.000,- s/d 100.000.000),- Rp. 50.000,-
3. - 100.000.000,- s/d 159.000.000,- Rp.  75.000,-
4. > 150.000.000,- s/d 200.000.600,- Rp. 100.000,-
i. Perusahaan Perorangan Menengah :
- 200.000.000,- ¢/d 500.000.000,- " Rp. 150.000,-
1. Perusahaan Perorangan Besar »
> 300.000.000,- Rp.  230.000.-
BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPPAN
RETRIBUSL

Pasal 15
(1) Pemungutan Ketribusi tidak dapat di borongkan .

(7y Retribusi di puneut dengan menggunakan SKRID atau dokumen lain vang di

P ernakan

0



BAB X1I
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 16

(1) Pengeluaran surat teguran peringatan, surat lain yang scjenis sebagai awal
pelaksanaan penagihan Retribusi di keluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan,
surat lain vang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang
lerutang.

(3) Surat teguran sebagaimana ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat vang di
tunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan  untuk pelaksanaan penagihan
Retribusi daerah di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan SKRD
secara jabatan atau SKRID tambahan.

BAB XI1I
TATA CARAP EI\{B_-‘\YARAA\’
Pasal 18

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai / lunas sekaligus.

(2) Pémbavaran Retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain vang
ditentukan  scsuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan
SKRD.

BAB X1V

TATA CARAPENGURANGAN KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUISI

Pasal 19
(1) Kepala Dacrah dapat memberikan pengurangan, Keringanan dan pembebasan
besarnva Reinbusi.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
schagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan olch Kepala Daerah.

BABXY

TATA CARA PEMBETULAN PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANICSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATAUAN

Pasal 20

(1) Wagib - Retnbusi dapat mengajukan permohonan pengurangan — atau
penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan Retribust vang
terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kealpaan wajib Retribusi

atan bukan Karena kesalahan,
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BAB XII
T.A-\_TA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 16

(1) Pengeluaran surat teguran peringatan, surat lain yang sc¢jenis sebagai awal
pelaksanaan penagihan Retribusi di keluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari
s¢jak saat jatuh tempo pembayaran.

2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan,
surat lain vang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi vang
terutang. :

(3) Surat teguran sebagaimana ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang di
funjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan‘ untuk pelaksanaan penagihan
Retribusi daerah di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan SKRD
sccara jabatan atau SKRD tambahan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai / lunas sekaligus.

2y Pembayvaran Retribusi dilakukan ke Kas Dacrah atau tempal lain vang
ditentukan . scsuai dengan wakiu yang  ditentukan  dengan menggunakan
SKRIL.

13/&}3 Xl V

TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19
(1) Kepala Dacrah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
besamva Retribusi.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
schagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XY

TATA CARA PEMBETULAN PENGURANGAN KETETAPAN

PENGHADPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADNINISTRASTE DAN PEMBATALAN

Pasal 20

(hy Wapb  Retnbust dapat mengajukan  permohonan  pengurangan — atau
nenghapusan sanksi adminisirasi berupa denda dan kenaikan Retribusi vang
teeutany, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kealpaan wajib Retribusi
atau bukan kacena Kesalahan.



(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
atau kekeliruan dalam penerapan peraturan dan Perundang-undangan
Retribusi daerah.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembetulan ketetapan
Retribusi yang tidak benar._

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan pembetulan sebagaimana
dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib
Retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30
(uga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan
memberikan  alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung
permohonannya. :

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini
dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat: yang ditunjuk paling lama 3
(tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

(6) Apabila sudah lewat 3 bulan sebagaimana dimaksud avat (2) dan avat (3)
pasal int Kepala Dacrab atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi Keputusan
maka permohonan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi dan pembetulan dianggap dikabulkan.

BAB XVI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 21

(1) Wajib Reiribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan
STRD.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus
disumpaikan secara tertulis kepada Kepala Dacrah atau pejabat yang ditunjuk
‘dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

(3) Permohonan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
pasal ini harus diputuskan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam
Jangka wakitu paling lama 6 bulan sejak permohonan keberatan.

BAB XVII

TATA CARA PERUITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBUIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
Dacrah untuk perhitungan pengembalian kelebiban pembayaran Retribusi.

(2) Afas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, atas
kelebihan pembayartan Retribusi dapat di perhitungkan terlebih dahulu
denean utang Retribusi yang, telah dibayarkan

() Atas dasar permohonan scbagaimana di maksud ayat (2) pasal ini yvang
berhak atas Kelebihan pembayaran (crsebut dapat di pechitunghan dengan
pembavaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 23

(1) Dalam  hal  kelebiban  pembayaran  Retribusi  vang  tersisa.  dilakukan
perhinngan sebaeaimana dimaksad pasal 21 peraturan dacrah e di tecbithan
Sl vange padoege Lombae 20 bulan sejal duerimanya permohonan

ponecmbidian helebihan pembayaran Retribusi



(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini di
kembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 bulan sejak diterbitkannnva
SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di lakukan setelah lewat
wakiu 2 bulan sejak di  terbitkannya atas Kketerlambatan kelebihan
pembayaran Retribusi.

Pasal 24

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini
dilaksanakan dengan penerbitan Surat Perintah Membavar Kelebihan
Retribusi (SPMVIKR).

(2) Kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini
diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembavaran.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

(1) Pembinaan dan pengawasan wajib daftar. perusahaan dilakukan Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah
selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini memberikan laporan secara periodik atas pelaksanaan
kepada Kepala Daerah.

BAB XIX
TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 26

( 1) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara :

a. Memeriksa tanda pelunasan Retribusi dan Keterangan  sebagai bukti
pelunasan kewajiban Retribusi Daerah.

b, Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk
keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data
lainnya.

¢. Meminjam  buku-buku, catatan dan  dokumen pendukung lainnya
termasuk  keluaran “daci media komputer  dan perangkat  cleKtronik
pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima.

d. NMeminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib Retribusi yang di
peviksa.’

¢. Mcemasuki  tempat  atau ruangan  yang  diduga merupakan tempat
menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberikan petunjuk
fentang keadaan usaha wajib Retribusi dan atau {empat-tempat lainnya
.\';nig dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat
fersebul.

f. Meclakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada hurup ¢ apabila
wajib Retribusi atau wakil aiau knasanya tidak memberikan kesempatan
untuk memasuki tempat atau ruangan di maksud atau tidak ada di tempat
pada saat pemeriksaan.

o Nleminta keterangan atau bukti yang di perlukan dari pthak ke 3 yvang
mempunyae hubungan dengan wagih Reteibust yang diperihsa



(2) Pemertksaan hantor dilakukan dengan cara :

(3)

(1

~

a. Nlemberitahukan agar wajib Retribusi membawa tanda pelunasan
Retribusi, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnva
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya.

b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnva
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat eclektronik
pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima.

¢. Memberikan  buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk Kkeluaran dari media komputer dan perangkat clektronik
pengolah data lainnya.

do Meminta Keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib retribusi yvang
diperiksa

¢. Meminta keterangan dan atau bukti vang diperlukan dari pibak ketiga
vang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi vang diperiksa.

Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan olch
Kepala Daerah.

Pusn.l 27

Apabila. pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib Retribusi atau -
wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap akan dilakukan

..sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili

(2)

3

(1)

—~
LV
~—

(O}

—

(1)

wajib Retribusi sesuai batas kewenangannya, sclanjutnya pemeriksaan
ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikuinya.

Untuk Keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan
ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan vang
diperiukan.

Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah
dilakukan penundaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), swajib Retribusi
atau wakil atav kuasanya tidak ada di tempat. pemeriksaan dilakukan dengan
terlebihy  dalwlu meminta pegawai  wajib - Retribusi guna  kelancaran
pomeriksaian,

Apabela Wagth Retribust atau wakil atan Ruasanyva tidak memberikan izin
untuk memasuki tempat atau ruangan yvang dianggap perlu tidak memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang diperlukan, wajib Retribusi atau
wakil atau kuasanva harus menandatangani surat penolakan pemeriksaan.

5y Apabila pegawai Retribusi  yang  diminta  mewakili  wajib  Retribusi

schagammana dimaksud pada ayat (3), menolak untuk membantu kelancaran
pemeriksaan, vang bersangkutan harus menandatangani surat penolakan
pemeriksaan.

Apabila  terjadi penolakan untuk  menandatangani  surat  scbagaimana
dimaksud pada aval () atau ayat (5). pemerikea membnat Berita Acara
Penclakan Pemeriksaan vang, ditandatangani oleh Pemeriksa,

D osurat Uernvataan Penolakan Pemeriksaan,  Surat Pernyataan Penolakan

memhantu kelancaran pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan
scbhagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan avat (6) dapat dijadikan
dasar untuk penetapan besarnya Retribusi terutang secara jabatan atau
dilakukan penyidikan.

Pasal 28

Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan scbagai dasar
penerbitan  Surat  Ketetapan Retribusi  Daerah Kurang Bayar, Surat
Kcterangan Retribusi Dacrah Khusus Bayar Tambahan atau Surat Tagihan
Retribusi Daerah atau tujuan lain untuk pelaksanaan Kketentuan Peraturan
Perundang — undangan Retribusi Daerah.
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(2) Apabila perhitungan besarnya Retribusi yang terutang dalam Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang
Bayar dan Surat Tagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1) bLerbeda dengan Surat Pemberitahuan Retribusi Dacrah, perbedaan
besarnya Retribusi diberitahukan kepada wajib Retribusi vang bersangkutan.

Pasal 29

(1) Pemberian  tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir

nemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh

satu) hari setelall pemeriksaan selesai dilakukan.

(2) Pemberian tanggapan atas pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu
paling lama 7 (tujul) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.

(3) IMasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib Retribusi segera setelah
Surat Pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib
Retribusi. '

(#) Apabila wajib Retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Sural Kctelapan Retribusi Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah
diterbitkan sccara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan
Kepada wajib Retribusi.

(5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilakukan
dengan penyidikan. '

~

Pasal 30

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak
pidana Retribusi Daerah. pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat
Taporan Pemeriksaan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupial).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BADB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 32

(1) Pcjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang, hhusus schagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang Retribusi Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

(1) Wewenang penyidik scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a. Mlenerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau
laporan terscbut menjadi lebih fengkap dan jelas.



oo Neocrnma, mencant dan menpumpuolloan Kelerangan mcnecna ot
pribadi atan Radan  tentang  kebenavan perbuatan vang, dilakokan
schubungan dengan tindak pidana Retribusi.

¢ Nencenima keterangan dan baban bulbte dari orang: pobadi alao Toadan
schubuingan dengan tndak pudana bidang Ratribusi,

d. Mcmiceriksa  buku-buku, catatan-catatan  dan  dokumcen-dokumen  lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidanp, Rciribusi.

¢ Meclakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembulaan

pencatatan dan dokumen lain serta mclakukan penyitaan techadap harang

cult tersebut.

NMemima  bantuan  tenaga ahh  dalam rangka mclaksanakan tugas

pervidikan tindak pidana dibidang Retribusi.

2. Menyuruh berhenti dan atau melarang scscorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan scdang berlangsung dan memeriksa

identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada hurufc. '

Memetret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi .

Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagatl

fersangka atau saksi.

j- Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perJu untuk kelancaran penyid.kan
dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penantut Uimum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indoniesia
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Tindang ilukum
Acara Pidaaa vang berlaku.

—

. -
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BAB XXII
KETENTUAN PENUTOP

Yasal 33

(1) Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka segala Kelentuan vang

bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.

2) Ial - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dacrah ini akon diatur
B o

kemudian  dengan  Keputusan  Kepala Dacrah,  ssepanjang,  mengenali
pelaksanaannya,

Pasal 34
Peratucan Dacrah ini mulan berlaku pada tanggai diundangkan.

Apar sciap orang saengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah i dengan penempatannya dalaom Fembaran Dacrain - oot

Padangsidimnuan,

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tangeal |0 Maree Qoo3
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b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana Retribusi.

Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
‘berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi.

¢. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan
pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang
bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas
penvidikan tindak pidana dibidang Retribusi.

g. Menyvuruh berhenti dan atau melarang seseorang menmggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf c.

h.  Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi .

. Memanggil orang untuk di dengar Keterangannva dan diperikza sebagai
tersangka atau saksi.

i. Menghentikan penyidikan.

K. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik  scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana vang berlaku.

IS

BAB XXII
~ KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan vang
bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daeral ini dinvatakan tidak
berlaku lagi.

(2) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
kemudian  dengan Keputusan  Kepala  Daerah, sepanjang mengenai
pelaksanaannya. :

Pasal 34

Peraturan Daeral ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang, mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini  dengan penempalannya dalam  Icmbaran  Dacrah  Kola

Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Pndnngsid_impuar_1
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